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PUTUSAN 

Nomor 388/Pdt.G/2023/PA. Mmj 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, pekerjaan Petani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

tempat kediaman di Dusun Mekar Sari,RT 00 RW 00, 

Desa Waeputeh Kecamatan Topoyo, Kabupaten 

Mamuju tengah, selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat; 

melawan 

Tergugat, pekerjaan Supir, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

tempat kediaman di Dusun Wonodadi, RT 00 RW 00, 

Desa Waeputeh,Kecamatan Topoyo, Kabupaten 

Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 

04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 388/Pdt.G/2023/PA. Mmj, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2009, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai 
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TImur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 

817/52/XI/2009, tertanggal 30 November 2009;  

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

kediaman bersama selama 4 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang 

bernama : Abdillah Zacky Raditya, Nik 7606042606130001, tempat tanggal 

lahir Topoyo 26 Juni 2013, Pendidikan SD kelas 4 (empat) di asuh 

Penggugat;  Azriel Alfa Rezki, Nik 7606041010080001, tempat tanggal 

lahir Mamuju Tengah 10 November 2018, Pendidikan TK, di asuh oleh 

Penggugat;  

3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai 

tidak harmonis disebabkan karena sejak Tahun 2017 Tergugat mulai 

berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena 

meminum minuman keras, Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut 

adalah karena karena cari hiburan;  Penggugat telah berusaha 

mengingatkan namun justru Tergugat (marah/ acuh) dan terjadi 

pertengkaran dan bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga. Dan kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2017, Tergugat 

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara 

menendang wajah dan menjambak rambut Penggugat, Adapun penyebab 

Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena 

Penggugat menegur Tergugat karena Mabok pada saat bulan puasa;  

Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami sakit 

di bagian kepala, Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain 

dimana Penggugat menemukan buktinya berupa chatingan perempuan 

tersebut dengan Tergugat di Whatsapp milik Tergugat, puncaknya pada 

bulan Mei tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena 

Tergugat ketahuan menikah lagi tanpa izin Penggugat dan kemudian 

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggag hingga sampai sekarang;  

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 

tahun 4 bulan hingga sampai sekarang;  

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
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Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini;  

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  

 Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat 

dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

Primer 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono);  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata 

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam 

sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan 

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar 

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti-bukti sebagai berikut: 

I. Bukti Surat  

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 817/52/XI/2009 yang dikeluarkan 

oleh KUA Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 
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pada tanggal 30 November 2009 atas nama Penggugat dengan Tergugat, 

bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan 

dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;  

II. Bukti Saksi 

1. saksi, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah 

menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah 

keponakan saksi; 

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  

kediaman bersama; 

 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup 

bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak; 

 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan 

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi; 

 Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat 

adalah adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain; 

 Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat; 

 Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan; 

 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh 

keluarga namun tidak berhasil; 

2. saksi, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah 

menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah 

keponakan saksi; 

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  

kediaman bersama; 
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 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup 

bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak; 

 Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan 

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi; 

 Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat 

adalah adalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain; 

 Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat; 

 Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan; 

 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh 

keluarga namun tidak berhasil. 

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mecukupkan bukti-buktinya, 

sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya; 

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang 

pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang 

tercantum dalam surat gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan 

gugatan Penggugat tersebut; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat 

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidak 

hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah 

menurut hukum (default without reason) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka 
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harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa 

kehadiran Tergugat; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan 

dalil-dalil gugatan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan 

diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang 

terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada 

harapan lagi untuk kembali rukun;  

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara  

resmi  dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  persidangan  dan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

maka secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk 

mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya 

di persidangan 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai kode P berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat 

(Tergugat), dan menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan atas nama Umi 

binti Isroi dan Barokah bin Isroi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 

pada tanggal 30 November 2009, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan 

Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang 

saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah 

diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang 

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama 

yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling 
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bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak 

dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian 

para saksi tersebut, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan 

keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus 

dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, 

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. 

jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan 

keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang 

disimpulkan sebagai berikut: 

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan 

telah dikaruniai 2 orang anak 

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 

selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan; 

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai namun 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga 

merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah 

tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang 

jarang di expose ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga 

jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya 

sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar 

apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan; 

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan 

saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting 

berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat 

hukum (rechts gevolg) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 
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Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat 

selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan yang berarti antara keduanya sudah tidak 

saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing 

sebagai suami istri; 

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan 

perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa 

dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah 

perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini; 

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang 

dihadirkan Penggugat tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat namun hanya menyebutkan akibat hukum (rechts 

gevolg) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka 

keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini 

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 

2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua 

orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan 

suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil 

pembuktian; 

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat 

sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami 

istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu 

memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan 

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan 

tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat 

dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama 

pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan 

keadaan tersebut menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i’tikad baik dari kedua belah 
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pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja 

dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam 

rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut; 

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur 

rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, 

oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk 

penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar 

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan 

dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa 

dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi 

yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri 

tersebut; 

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis 

Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada 

Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun 

Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal 

tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah 

tangga dengan Tergugat; 

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila 

dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak 

hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat 

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan 

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup 

untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena 

perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
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1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima 

setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab 

perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim 

menilai bahwa adanya fakta tentang hidup berpisah, tidak tinggal dalam satu 

tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk 

meneruskan kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat 

diindikasikan akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam 

kehidupan rumah tangga; 

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka 

jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat 

serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis 

Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkanya sebuah perceraian 

berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi; 

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya 

alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 

sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan  

tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir  dan  usaha 

damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7  

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) 

dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan 

Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan 

tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi 

dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka 

sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang 

diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan- 

pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain 
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shughra dari Tergugat terhadap Penggugat (Penggugat), dimana perceraian 

antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, 

sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya 

tercantum dalam diktum putusan ini; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir;   

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3.   Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) 

terhadap Penggugat (Penggugat);   

4.   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);   

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh 

Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri 

Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum 

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh 

Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota, Ketua Majelis, 

 

 

 

 

Dian Aslamiah, S.Sy. Muhammad Natsir., S.H.I 
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Hakim Anggota,   

 

 

 

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.  

 Pantera Pengganti, 

  

 

 Bacong, S.HI 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran 

2. Biaya ATK Perkara 

3. Biaya Panggilan 

4. Biaya PNBP Relaas Panggilan 

5. Biaya Redaksi 

6. Biaya Materai 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

30.000,- 

100.000,- 

600.000,- 

20.000,- 

10.000,- 

10.000,- 

J u m l a h Rp. 770.000,- 

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). 
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